
 

 

PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MELALUI PENATAAN AKSES 

REFORMA AGRARIA DI KALURAHAN BANGUNKERTO, 

KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  

Pada Program Studi D-IV Pertanahan 

 

 

Disusun Oleh: 

DHAFIN MUFADHDHOL  

NIT. 22314453 

 

 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

POLITEKNIK AGRARIA STPN 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN 

2026



 

ix 

 

ABSTRACT 

This This study aims to determine the implementation of Community Land 

Empowerment (PTM) through regulating access to agrarian reform in Bangunkerto 

Village, Turi District, Sleman Regency, and analyze its potential in supporting the 

Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the goals of poverty 

alleviation, food security, decent work, and economic growth. This study uses a 

descriptive qualitative method. Data collection was conducted through interviews, 

observation, documentation, and literature review. The results show that the PTM 

program was implemented as a follow-up to the 2018 land redistribution program 

and the 2021–2023 access arrangement program by the Sleman Regency Land 

Office. This program is implemented through extension activities, social mapping, 

training, business mentoring, business legality facilitation, and digital marketing, 

involving relevant agencies, the community, and the private sector. 

The agrarian access reform management program shows good potential in 

supporting SDGs (1) alleviating poverty by increasing community income, utilizing 

land certificates as access capital, and strengthening community economic 

enterprises. In SDGs (2) hunger eradication, this program sufficiently supports food 

security through the development of the agricultural sector and sustainable 

agriculture. Meanwhile, in SDGs (8) decent work and economic growth, this 

program is able to encourage the development of MSMEs, the fisheries sector, and 

tourist villages as sources of employment and local economic growth through 

business diversification. However, several obstacles still exist, such as limited 

business innovation, less than optimal product quality, dependence on chemical 

fertilizers, and the need for ongoing assistance for beneficiary communities. 

Keyword: Community Land Empowerment, Agrarian Reform Access Arrangement, 

SDGs. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prasyarat penting 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah terwujudnya keadilan agraria melalui 

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam 

konteks Indonesia, ketimpangan struktur agraria yang berlangsung sejak masa 

kolonial hingga saat ini masih menjadi persoalan mendasar yang berdampak 

langsung pada kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di 

wilayah pedesaan. 

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia 

melaksanakan kebijakan reforma agraria yang tidak hanya berorientasi pada 

redistribusi tanah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

penerima manfaat. Arisaputra, (2016) menegaskan bahwa reforma agraria 

terdiri atas dua pilar utama, yaitu reforma aset (asset reform) dan reforma akses 

(access reform). Reforma aset memberikan kepastian hukum atas tanah melalui 

redistribusi atau legalisasi aset, sedangkan reforma akses diarahkan untuk 

membuka akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial agar 

tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. 

Menurut Fauzi, 2022), konsep Reforma Agraria berfokus pada perwujudan 

keadilan sosial melalui tiga pilar penting, yakni keadilan dalam penguasaan 

agraria, peningkatan hasil guna lahan, dan kemakmuran bagi rakyat. 

Akses Reforma Agraria (ARA) merupakan instrumen strategis dalam 

kebijakan reforma agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini mencakup 

berbagai kegiatan penataan akses, seperti pendampingan usaha, pelatihan 

keterampilan, fasilitasi permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi, serta 

dukungan akses pasar. Pelaksanaan Akses Reforma Agraria tersebut secara 
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operasional mengacu pada kebijakan pemerintah, antara lain Peraturan Presiden 

Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria yang menegaskan bahwa 

penataan akses merupakan bagian integral dari reforma agraria untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemanfaatan tanah. Melalui 

ARA, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hak atas tanah secara 

legal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan kegiatan ekonomi 

berbasis pemanfaatan tanah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk memastikan kesiapan para penerima tanah agar mampu mengelola 

dan memanfaatkan lahan yang diperoleh secara optimal. Upaya tersebut dapat 

diwujudkan melalui pemberian pengetahuan, pendampingan, dan peningkatan 

kapasitas masyarakat terkait pengelolaan serta pemanfaatan tanah (Septyanto, 

2023). 

Kesejahteraan publik melalui Reforma Agraria tidak akan tercapai secara 

maksimal jika pemerintah hanya mengandalkan otoritas formal. Keberhasilan 

kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi berkelanjutan dengan warga 

setempat, karena partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk 

memahami dinamika dan karakteristik unik dari setiap wilayah yang menjadi 

sasaran program (Nauval Millenda, 2023). Luthfi Rohman (2018 menekankan 

bahwa dalam implementasi Reforma Agraria, penyediaan akses harus diiringi 

dengan penguatan kompetensi masyarakat. Pendekatan yang digunakan wajib 

bersifat bottom-up dengan mengedepankan keinginan masyarakat setempat. 

Hal ini krusial agar kebijakan yang diambil selaras dengan keunikan dan 

kekuatan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. 

Reforma agraria diarahkan untuk menunjang pencapaian pembangunan 

berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs). Tujuan tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, Rencana 

Strategis Kementerian ATR/BPN 2025–2029, serta Peraturan Presiden Nomor 

111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Dalam hal ini, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 

mengintegrasikan paradigma manajemen pertanahan yang dikemukakan oleh 

Enemark. Mengacu pada Petunjuk Teknis Tahun 2023, Direktorat 

Pemberdayaan Tanah Masyarakat melaksanakan Program Penanganan Akses 
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Reforma Agraria (PARA) yang bertujuan memberdayakan subjek reforma 

agraria melalui optimalisasi pemanfaatan tanah secara produktif. Program ini 

dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta menekan 

ketimpangan. 

Menurut Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi (2020), Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals 

(SDGs) merupakan konsep pembangunan yang menekankan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlangsungan 

kehidupan sosial, pelestarian kualitas lingkungan hidup, serta terwujudnya 

keadilan dan tata kelola yang baik guna menjamin peningkatan kualitas hidup 

lintas generasi. TPB/SDGs juga menjadi komitmen bersama di tingkat global 

dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat yang dirumuskan ke 

dalam 17 tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini berfokus pada tujuan 

pengentasan kemiskinan (1), ketahanan pangan (2), serta Pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi (8). 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan ARA 

memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Reforma agraria saat ini lebih menitikberatkan pada penataan aset dan penataan 

akses dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

memperoleh tanah untuk diolah dan dimanfaatkan secara produktif (S. Utomo, 

2021). Penelitian Kusuma, (2023) di Kalurahan Bangunkerto menunjukkan 

bahwa implementasi penanganan ARA berdampak positif terhadap 

pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM olahan salak dan 

budidaya perikanan, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan usaha 

kerja masyarakat yang berpotensi mencerminkan perubahan sosial ekonomi 

pascapelaksanaan ARA.  

Di sisi lain, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa keberhasilan 

reforma agraria sering kali lebih menonjol pada aspek penataan aset, sementara 

penguatan pilar akses masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan 

akses permodalan, lemahnya pendampingan usaha, rendahnya partisipasi 
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masyarakat, serta kurangnya sinergi antarinstansi. Kondisi ini berpotensi 

menyebabkan manfaat ekonomi dari reforma agraria belum dirasakan secara 

optimal oleh masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan Petunjuk Teknis 

Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, pelaksanaan Penataan Akses 

Reforma Agraria dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama berupa 

kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, tahap kedua mencakup Penataan 

Kelembagaan bagi penerima akses reforma agraria, dan tahap ketiga berfokus 

pada pengembangan usaha serta fasilitasi akses pemasaran. Pelaksanaan 

program ini wajib berlandaskan pada nilai-nilai kemandirian, semangat 

kewirausahaan, serta prinsip partisipatif demi mewujudkan keadilan dan 

kemakmuran yang bersifat jangka panjang. Selain aspek finansial, diversifikasi 

bantuan dalam Reforma Agraria mencakup penguatan kapasitas masyarakat 

melalui program edukasi dan pelatihan teknis maupun manajerial. Langkah ini 

krusial untuk memperluas dampak kebijakan, sehingga tidak hanya sekadar 

memberikan akses lahan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan 

membuka peluang kerja secara masif bagi peningkatan taraf hidup rakyat. 

Kalurahan Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah yang menjadi 

lokasi pelaksanaan program Akses Reforma Agraria oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat, 

terutama pada sektor pertanian hortikultura, budidaya perikanan dan UMKM 

olahan salak. Keberadaan program ARA di Bangunkerto diharapkan mampu 

memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok 

tani dan pelaku UMKM, serta mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat secara berkelanjutan. 

Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan awal dan temuan beberapa 

studi sebelumnya, implementasi ARA di tingkat lokal masih dihadapkan pada 

sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan akses modal lanjutan, belum 

optimalnya pendampingan pascaprogram, serta variasi tingkat partisipasi 

masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana 

pelaksanaan ARA di Kalurahan Bangunkerto mampu memberikan perubahan 

nyata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat 
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dalam jangka menengah. Menurut Surya Wira et al., (2024) dalam Perspektif 

Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa menunjukkan bahwa reforma agraria 

dapat mendorong mobilitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan. 

Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto 

layak untuk dikaji secara mendalam guna memahami strategi serta model 

kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Penelitian ini diperlukan untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap dampak kegiatan, 

sekaligus melihat potensinya dalam mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) di tingkat Kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menelusuri secara lebih mendalam perjalanan implementasi kegiatan 

Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto melalui penataan 

akses Reforma Agraria serta perannya dalam mendorong perkembangan 

ekonomi, dan pertanian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berbasis 

prinsip SDGs di tingkat kalurahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya pemahaman mengenai potensi dan kontribusi Pemberdayaan 

Tanah Masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

B. Rumusan Masalah 

Penataan Akses didesain untuk mewujudkan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Di sisi lain, berbagai upaya pembangunan desa menunjukkan 

adanya potensi desa dalam mendukung pencapaian SDGs melalui 

pengembangan desa berbasis kegiatan pemberdayaan yang memberikan 

dampak positif (Irwan & Agustang Andi, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria dalam mendukung 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan 

Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dengan fokus pada 

pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan (SDGs 1), ketahanan pangan 

(SDGs 2), serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs 8). Reforma 

agraria yang terintegrasi dengan penataan akses diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan-tujuan ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di 

Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dalam 

mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), program 
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pemberdayaan tanah Masyarakat di Kalurahan ini dapat dijadikan sebagai 

lokasi penelitian untuk memahami strategi pelaksanaan melalui potensi 

implementasi program, mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi, 

serta menelaah keberlanjutan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan indikator 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang relevan seperti: Tanpa 

Kemiskinan (1) dapat dilihat dari pengurangan proporsi penduduk yang hidup 

di bawah garis kemiskinan, yang dapat diukur dengan peningkatan pendapatan 

per kapita, aset terhadap kepemilikan penguasaan atas tanah, serta akses 

masyarakat terhadap akses transportasi, infrastruktur jalan, sarana peribadatan, 

layanan sosial dasar seperti Pendidikan dan kesehatan; Tanpa Kelaparan (2), 

indikatornya terkait dengan peningkatan produksi pangan lokal yang dapat 

meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat dan pertanian berkelanjutan. 

Penataan akses reforma agraria juga berkontribusi pada ketahanan pangan 

dengan meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan dan akses 

masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau; Pekerjaan Layak dan 

pertumbuhan ekonomi (8), penataan akses reforma agraria dapat dilihat dari 

peluang kerja untuk meningkatan pendapatan dan upah yang layak. 

Pertumbuhan sektor ekonomi berbasis lahan, seperti kegiatan diversifikasi 

usaha UMKM, juga menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh 

mana reforma agraria berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal. 

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan 

reforma agraria dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan 

memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah dan sumber daya, 

meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, serta mendorong perubahan 

sosial yang berkelanjutan di Kalurahan Bangunkerto. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Penataan Akses 

Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten 

Sleman dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDGs), khususnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan 

pangan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan 
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penelitian ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui riwayat implementasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat 

(penataan akses) di Kalurahan Bangunkerto, termasuk strategi dan model 

yang digunakan 

2. Menganalisis potensi kegiatan penataan akses reforma agraria dalam 

pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan (1) di Kalurahan Bangunkerto. 

3. Menganalisis potensi kegiatan penataan akses reforma agraria terhadap 

ketahanan pangan (2) di Kalurahan Bangunkerto. 

4. Menganalisis potensi kegiatan penataan akses reforma agraria terhadap 

penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lokal (8) di 

Kalurahan Bangunkerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agraria, ekonomi 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian sejenis yang membahas 

pelaksanaan Akses Reforma Agraria (ARA) dan dampaknya terhadap 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di tingkat 

lokal. Penelitian ini juga akan memperkaya kajian empiris mengenai 

keterkaitan antara kebijakan agraria dan perubahan sosial ekonomi di wilayah 

pedesaan, serta bagaimana implementasi reforma agraria dapat berkontribusi 

pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal 

pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, Pekerjaan layak dan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih 

mendalam tentang model penataan akses reforma agraria yang dapat diterapkan 

di kalurahan-kalurahan lainnya di Indonesia. Kontribusi ini juga diharapkan 

dapat memperkaya kajian teori dalam literatur tentang reforma agraria dan 

kebijakan agraria yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan keadilan 

sosial. 
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2. Manfaat Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai dampak sosial dari pelaksanaan Akses Reforma Agraria 

terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam hal 

partisipasi masyarakat, dan perubahan pola usaha yang berbasis tanah. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bagi 

masyarakat di Kalurahan Bangunkerto, serta bagi daerah lain yang ingin 

mengimplementasikan program serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan 

tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki, sehingga dapat menciptakan 

solidaritas sosial dan hubungan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini akan 

memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap 

pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha berbasis lahan di daerah tersebut. 

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan berharga bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan instansi 

terkait lainnya dalam mengevaluasi serta merancang kebijakan yang lebih 

efektif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Akses Reforma Agraria. Temuan 

penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih tepat 

dalam penataan akses reforma agraria agar lebih fokus pada pengentasan 

kemiskinan, ketahanan pangan, dan pekerjaan layak serta pertumbuhan 

ekonomi di daerah-daerah pedesaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi praktis mengenai pendampingan usaha, pelatihan 

keterampilan, dan fasilitasi permodalan yang lebih efektif bagi masyarakat 

penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat 

kapasitas ekonomi masyarakat dan memastikan keberlanjutan program reforma 

agraria di tingkat lokal. Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi 

berbasis tanah yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal 

yang berkelanjutan.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Tanah 

Masyarakat (PTM) melalui penataan akses Reforma Agraria di Kalurahan 

Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dalam mendukung 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) di Kalurahan 

Bangunkerto merupakan tindak lanjut dari kegiatan redistribusi tanah tahun 

2018 yang kemudian diperkuat melalui program penataan akses pada tahun 

2021–2023 dengan 200 KK sebagai subjek penerima manfaat Akses 

Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sleman. Penetapan lokasi program didasarkan pada kesiapan wilayah, 

antara lain tingginya tingkat kepemilikan sertipikat tanah (95%), hasil 

pemetaan sosial, serta potensi ekonomi Masyarakat. Strategi dan model 

yang digunakan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat 

(PTM) di Kalurahan Bangunkerto dilaksanakan melalui pendekatan 

partisipatif dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Strategi yang 

digunakan meliputi penyuluhan, pemetaan sosial, pelatihan keterampilan, 

pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, penguatan kelembagaan, 

serta pemasaran digital dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dinas 

terkait, dan sektor swasta. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan tanah secara produktif 

dan berkelanjutan. Sementara itu, model pemberdayaan yang digunakan 

adalah model access reform berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pasca legalisasi aset. Model ini menekankan integrasi antara kepastian hak 

atas tanah dengan pengembangan usaha ekonomi produktif seperti UMKM 

olahan salak, pertanian hortikultura, budidaya perikanan, dan desa wisata. 

Pelaksanaannya dilakukan secara bottom-up melalui identifikasi kebutuhan 
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2. masyarakat, pengembangan usaha sesuai potensi lokal, serta pendampingan 

berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, 

serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, program 

ini berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.  

3. Berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di 

Kalurahan Bangunkerto, program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) 

menunjukkan relevansi terhadap beberapa tujuan, meskipun belum 

sepenuhnya optimal dan merata. Berdasarkan hasil penelitian, program ini 

paling relevan dalam mendukung SDGs 1 (tanpa kemiskinan), serta cukup 

mendukung SDGs 2 (tanpa kelaparan) dan SDGs 8 (pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi). 

a. SDGs (1) Tanpa Kemiskinan dalam penelitian ini memiliki indikator 

yaitu pendapatan, aset, dan akses. Kalurahan Bangunkerto menunjukkan 

adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara bertahap, meskipun 

sebagian masih berada di bawah UMK Kabupaten Sleman sebesar 

Rp2.624.387. Aset dalam hal ini mengalami peningkatan yang signifikan 

dengan tingkat kepemilikan sertipikat tanah mencapai sekitar 95%, yang 

memberikan kepastian hukum serta membuka peluang akses permodalan 

seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun belum dimanfaatkan 

secara merata. Akses dalam penelitian ini mencakup akses transportasi 

dan jalan, sarana peribadatan, layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 

serta sarana perekonomian. Secara umum, akses tersebut sudah cukup 

tersedia dan mendukung aktivitas masyarakat, meskipun pada beberapa 

aspek seperti layanan kesehatan, akses pasar, dan distribusi hasil usaha 

masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa program PTM 

memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan, meskipun 

hasilnya belum merata di seluruh lapisan Masyarakat. 

b. SDGs (2) Tanpa Kelaparan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Ketahanan pangan di 

Kalurahan Bangunkerto relatif terjaga, yang ditunjukkan dengan 

keberadaan lahan pertanian dan perkebunan yang masih produktif serta 
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pola tanam yang beragam seperti padi, salak dan palawija (kacang, 

jagung). Selain itu, adanya program serap gabah dari bulog dengan harga 

yang lebih stabil mendorong peningkatan produksi padi karena dinilai 

lebih menguntungkan. Namun, dalam aspek pertanian berkelanjutan 

masih terdapat kendala, seperti ketergantungan terhadap pupuk kimia, 

keterbatasan dalam pengembangan pertanian organik, serta fluktuasi 

komoditas unggulan seperti salak pondoh. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa meskipun ketahanan pangan cukup terjaga, keberlanjutan sektor 

pertanian masih memerlukan penguatan. 

c. SDGs (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian 

ini diukur melalui indikator peluang kerja dan diversifikasi usaha. Di 

Kalurahan Bangunkerto, peluang kerja dan kegiatan ekonomi mengalami 

perkembangan yang cukup positif, yang ditunjukkan melalui 

berkembangnya UMKM berbasis potensi lokal, sektor perikanan, serta 

pengembangan desa wisata. Diversifikasi usaha terlihat dari inovasi 

produk seperti olahan salak serta didukung oleh pelatihan, 

pendampingan, dan akses pemasaran digital. Selain itu, penguatan 

kelembagaan kelompok usaha turut membuka peluang kerja bagi 

masyarakat. Namun demikian, kesempatan kerja yang tersedia masih 

terbatas dan didominasi sektor informal, serta masih terdapat kendala 

seperti kualitas produk yang belum optimal, keterbatasan inovasi, belum 

meratanya legalitas usaha, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Hal 

ini menunjukkan bahwa program PTM belum sepenuhnya mampu 

menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan secara optimal. 

 

Secara keseluruhan, Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) di Kalurahan 

Bangunkerto telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan 

kemiskinan, ketahanan pangan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan 

ekonomi. Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat parsial atau dan 

belum merata, sehingga diperlukan upaya lanjutan yang lebih terarah, terpadu, 
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dan berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh 

seluruh masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah 

strategis yang lebih terarah dan implementatif guna mengoptimalkan 

pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dalam mendukung 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan Bangunkerto. 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Pemanfaatan sertipikat tanah yang telah dimiliki oleh sebagian besar 

masyarakat perlu lebih dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi 

produktif. Meskipun legalisasi aset telah tercapai dengan baik, 

pemanfaatannya masih cenderung pasif, sehingga diperlukan 

pendampingan yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi 

keuangan serta akses terhadap permodalan yang aman dan terjangkau, 

agar aset tanah dapat berfungsi sebagai pengungkit peningkatan 

pendapatan masyarakat.  

2. Pada sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian masyarakat, 

diperlukan penguatan pada aspek produksi dan distribusi. Kendala 

seperti keterbatasan pupuk, belum meratanya sistem irigasi, serta risiko 

serangan hama perlu ditangani secara lebih terarah melalui dukungan 

teknis dan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, sistem pemasaran 

hasil pertanian juga perlu diperbaiki agar ketergantungan terhadap 

tengkulak dapat dikurangi, serta didorong pengembangan pengolahan 

pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.  

3. Pengembangan pertanian berkelanjutan perlu diarahkan secara bertahap 

dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masyarakat. Program 

pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan memberikan pemahaman mengenai praktik 

pertanian yang ramah lingkungan, tanpa mengurangi produktivitas, 

sehingga keberlanjutan sektor pertanian dapat terjaga dalam jangka 

panjang.  
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4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian 

utama dalam mendukung pengembangan peluang kerja dan diversifikasi 

usaha. Program pelatihan yang telah dilaksanakan perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan pasar kerja serta potensi lokal, sehingga masyarakat 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha yang lebih inovatif 

dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian.  

5. Penguatan sektor UMKM yang telah berkembang di Kalurahan 

Bangunkerto perlu didukung melalui peningkatan kapasitas dalam 

inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran, termasuk pemanfaatan 

teknologi digital. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan usaha 

agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak berjalan secara individual, 

melainkan dapat berkembang secara kolektif dan berkelanjutan.  

6. Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat 

(PTM) memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif 

antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga perlu dilakukan agar 

setiap program yang telah berjalan dapat terus diperbaiki dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan peningkatan 

kesejahteraan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

dapat terwujud secara optimal dan merata. 
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